GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAFAN DAN PENGENDALIAN

Menimbang

Mengingat

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

bahwa dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6

Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan

Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan

Pengendalian Corona Veus Disease 2019 dan Instrilsi

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegalkan Hukum

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Corena Virus Disease 2019,

[. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indornesia Tahun 1645,

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan
Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nemor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [ Sulawesi
Tengsh dan Daetah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat T Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara 2687);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3063},



it

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ii
Nomor 82, Tambahan JLembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan [(Lembarah  Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 6398

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Xkali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahban Daerah {Lembaran
Negara Republix Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
2679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 1);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daersh [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam  Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubshan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakean Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Cororu
Virus Disease 2019;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah
Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukwnn Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
dan Pengendalian Corona Wrus Disease 2019;



Menetapkan

MEMUTUSEKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOXKOL
KESEHATAN SEBAGAlI UPAYA  PENCEGAHAN DAN
PENCGENDALIANCORONA VIRUS DISEASE2010

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, vang dimaksud dengan:

1. Daerah adaiah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan vyang Ienjadi
kewenangan daerah otonom,

Gubernur adaelah Gubernur Sulawesi Utara.

4, Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara,

J. Peningkatan Disiplin adalah Upaya meningkatkan
ketaatan terhadap sosialisasi penerapan protokol
kesehatan dalam pencegahan den pengendalian Corona
Virus Disease 2019,

6. Penegakan Hukum Protoko! Kesehatan adalah upaya
memperkuat dan meningkatkan efzktifitag pelcegahan
dan pengendalian Corona Virus Disease 20109.

o

Pasal 2
Peraturan Gubermur ini dimaksudkan sebagai pedoman
dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol
kesehatan sebagi upaya pencegahan dan pengendglian
corona virus disease 2019,

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a memberikan perlindungan bagi masvarakat dari
penyebaran corona viris disease 2019;

b. meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung
jawab/pemilik danfatau pengelola fasilitas umum
terhadap  penerapan  protokol kesehatan — dalam
pencegahan dan pengendalian corona virus disease
2019,

¢. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat
corona. virus disease 2019; dan

d memberikan efzk jera bagi setiap orang vang mielakukan
pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian corona wvirus disease
2019;



Pasal 4
Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ind
melipiiti:
a8 pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi;
C. sanksi;
d. sosialisasi dan partisipasi; dan
e. pendanaan.
BAB [I
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Subyek Pengaturan

Pasal o

Subyek Pengaturan ini mneliputi

a perorangan (nelakukan 4M, memnakai inasker, rnencuci
tangan, menjagajarak dan menghindar kerminunan;;

b. pelaku usaha, {menyviapkan sarana dan prasarana 4M,
bagi karvawan dan pengunijung vang datang: dan

c. pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab temnpat
dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana
4M bag karyawan dan pengunjung vang datang).

Bagian Kedua
Kewaiiban

Pasal 6

Subyek Péngaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
waeiib melaksanakan dan rmematuhi protokol kesehatan
antara ain meliputi :
a. bagi perorangan:

i

2.

3
4,

menggunakan alat pelindung diri berupa masker
yang menutupi hidung dan wnmulut hingga dagu, jika
harus keluar riunah atau berinteraksi;

mencuci tangah secara teratur menggunakan sabun
dengan air mengalir;

peinbatasan interaksi fisik {physical distancing); dan
meningkatan daya tahan tubuh dengan menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (FHSB).

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atan
penanggung jawab tempat, dan fasilitas winuwin;

L.

sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai
inedia informasi untuk nemberikan pengertian dan
permahaman mengéenai pencegahan cdan
pengendalian Covid-19;

penyvediaan sarana cuci tanpan pakai sabun yang
mudah diakses dan memenuhi standar atau
penyediaan cairan  pembersih  tangan | (Hond
Sanitizer,



3. upaya ideniifikasi (pensapisan} dan pemantauan
kesehatan bagi orang yang akan berakitifitas
dilingkungan kerja;

upaya pengaturan jaga jarak;

pembersihan  dan  disinfeksi lingkungan secara

berkalsg;

6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyaraksat
vang berisiko dalam penularan dan tertularnya
Covid-19; dan

7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan ¥kasus
untuk mengantisipasi penyebaran Covid -19.

e

Pasal 7

Ternpat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 6, meliput:

B & @ess e o gon g ip

(L)
2

(1)

perkantorarn/tempat kerja, usaha, dan industri;
sekolah /industri pendidikan lainnya:

tempat ibadah;

stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udars;
transportasi Gmung;

toko, pasar madern, dan pasar tradisional;
apotek dan toko obat;

warung makan, rumah makan, café dan restoran;
pedagang kaki lima/lapak ja janan,
perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
tempat wisata;

fasilitas pelayanan kesehatan;

. area publik, tempat lainya yang dapat memungkinkan

adanya kerumunan massa; dan

tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan
protokol kesehatan lainnya dengan kefentuan peraturan
perundang-undangan.

BABII
MONITORING DAN EVALUAS]

Pasal 8
Gubernur melakuiikan  monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan peraturan gubernur ini.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) secara teknis dilakukan oleh
dinas vyang menyelenggarakan urusan di bidang
kesehatan.

BABIV

SANKSI

Pasal 9
Bagi pelprangan, pelakul usaha, pengelola,
penyelenggara atau penpanggungjawab tempat dan
fagilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.



(2}

(3)

{1}

()

Sanksi pelanggaran penerapan protokol keschatan
dalam  pencegahan dan pengendalian Covid-19
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berupa:
a. bagi perorangan:

i. teguran lisan atau teguran tertulis;

2. kerja sosial; dan

3. denda administratif;
b. bagi pelalai usaha, pengelola penyelenggara, atau

penanggung jawab, dan fasilitas umuin.

1. teguran lisan atau teguran tertulis;

2. denda admnistrasi {besaran disesuaikan dengan

situasi dan kondisi di daerah masing-masingy;

3. pengertian sementara operasional usaha; dan

4. pencabutan izin usahs,
Dalam pelaksansan, penerapan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat [2] Dberkoordinasi dengan
Kementerian/Lembaga terkait, Tertara  Nasional
Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

BAB V
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10
Gubernur menugaskan Dinas yang membidangi
kesehatan  untuk melakukan  sosialisasi  terkait
informasi/edukasi cara pencegaban dan pengendalian
Covid-19 kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
masyarakat;
pemuka agama;
tokoh adat;
tokoh masyarakat; dan
unsur masyarakat lainnya.

popow

BAB VI
PEN DAN AAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini bersumber
dari :

a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Pergturan GCubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ni dengan
penempatannya dalamn Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.

Ditetapkan di Manado
pada-tanggal 8 September 2020
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Diundangkan di Manado
pada tanggal 8 September 2626

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

“DW I HARMINTO SILANGEN
BERITA DAERAL PROVINSI SULAWES! UTARA TAHUN 2020 NOMOR &



